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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik penelitian 

kepustakaan maupun penelitian di lapangan, berkaitan dengan pelaksanaan 

perjanjian konsinyasi dalam penjualan anjing ras di Pet Gallery Sagan 

Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban 

untuk masing-masing pihak ditentukan oleh Pet Gallery Sagan Yogyakarta 

yang kemudian disepakati oleh breeder. Pengaturannya hanya dalam bentuk 

lisan atau tidak tertulis, maka sangat dimungkinkan terjadi permasalahan 

dalam pelaksanaannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan 

permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam penjualan 

anjing ras di Pet Gallery Sagan Yogyakarta, para pihak menyelesaikannya 

dengan menempuh upaya hukum negosiasi. 

Adapun penyelesaian permasalahan yang dapat disimpulkan dari hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Penyelesaian hukum akibat adanya anjing ras yang sakit atau mati pada 

saat dititip jualkan di Pet Gallery Sagan Yogyakarta sesuai dengan Pasal 

16  Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yaitu menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian. 

Dengan adanya kelalaian dari pihak Pet Gallery Sagan Yogyakarta, maka 

pihak Pet Gallery Sagan Yogyakarta segera melakukan konfirmasi dan 
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negosiasi untuk mendapatkan solusi bersama, yang pada akhirnya 

disepakati bahwa pihak Pet Gallery Sagan Yogyakarta memberikan ganti 

rugi atas kerugian yang dialami oleh breeder. 

2. Penyelesaian akibat adanya kelainan dalam tubuh anjing ras yang tidak 

terlihat pada saat dititip jualkan di Pet Gallery Sagan Yogyakarta sesuai 

dengan Pasal 16  Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman yaitu menyelesaikan perkara perdata secara 

perdamaian. Dengan negosiasi yang dilakukan para pihak, dapat 

ditemukan solusi sehingga tercapai kesepakatan bersama untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi yang disepakati adalah 

dengan pemberian ganti rugi karena adanya pembatalan pembelian yang 

tentunya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada 

sebelumnya. Ganti rugi yang dimaksud berupa pengembalian uang 

pembelian dan pengembalian anjing ras sebagai barang konsinyasi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada, disarankan kepada semua pelaku 

usaha yang menggunakan sistem konsinyasi agar menuangkan perjanjian 

konsinyasi ke dalam sebuah perjanjian tertulis. Dengan mencantumkan dan 

mengatur klausula-klausula perjanjian secara rinci, yang setidaknya harus 

memuat beberapa hal, yaitu: 

a. Identitas para pihak (nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, 

alamat, pekerjaan), 
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b. Objek perjanjian, 

c. Jumlah atau kuantitas dari objek perjanjian, 

d. Harga yang disepakati beserta cara pembayaran, 

e. Hak dan kewajiban para pihak, 

f. Sanksi atau ganti rugi apabila kewajiban tidak dipenuhi/wanprestasi, 

g. Cara penyelesaian masalah/sengketa dan tempat penyelesaian sengketa 

yang mungkin terjadi, 

h. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian, 

i. Mulai berlakunya dan berakhirnya perjanjian. 

Dengan perjanjian tertulis maka dapat memperkecil adanya permasalahan atau 

sengketa di kemudian hari, dan tentunya dapat mempermudah dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.                                                  .
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